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ABSTRAK
Tanah  merupakan salah satu komponen terpenting dalam pemenuhan berbagai keperluan kehidupan masyarakat. Mengingat peranan tanah yang sedemikian vitalnya untuk menunjang segala bentuk kegiatan masyarakat, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang harus mengakomodirnya ke dalam bentuk hukum tertulis. Jual beli tanah adalah salah satu contohnya yang merupakan kegiatan manusia perlu adanya sistem hukum yang mengatur dan mengawasi agar transaksi tanah dapat berjalan dengan baik. Setiap negara mempunyai karakteristik hukum domestiknya masing-masing, yang antara satu negara dengan lainnya pasti berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif terhadap keberadaan sistem hukum tanah yang konsisten dan terpadu sangat dipengaruhi oleh sistem negara yang dianut, kehidupan sosial, perkembangan budaya, dan dinamika politk dalam suatu negara. Sistem hukum tanah negara anglo saxon dengan sistem hukum tanah nasional adalah dua hal yang saling berlainan, Aturan hukum tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dalam konteks mengatur tertib administrasi pertanahan, namun implementasinya ini yang berbeda.
Kata kunci : Jual Beli Tanah, Hukum Tanah Nasional, Anglo Saxon
ABSTRACT
Land is one of the most important components in meeting the various needs of people's lives, Given the vital role of land to support all forms of community activities, it is necessary to have laws and regulations that must accommodate them in the form of written law. Sell and purchase land is one example, which is a human activity, there needs to be a legal system that regulates and supervises so that land transactions can run well. Each country has its own domestic legal characteristics, which differs from one country to another. This research is a normative juridical law research which is prescriptive on the existence of a consistent and integrated land law system is strongly influenced by the state system adopted, social life, cultural development, and political dynamics within a country. The land law system of the Anglo Saxon state and the national land law system are two different things. The rules of law basically have similarities in the context of regulating the orderly administration of land, but the implementation is different.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Peranan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber pendapatan bagi pemiliknya ataupun mereka yang menguasai. Mengingat pentingnya tanah di dalam kehidupan manusia, maka setiap orang berusaha memiliki dan memanfaatkan tanah itu semaksimal mungkin guna kelangsungan hidupnya.

Untuk menguasai sebidang tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara (tentunya cara yang tidak bertentangan dengan hukum). Cara-cara yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, wakaf, dan pewarisan.
Setiap negara berupaya membuat tatanan hukum pertanahan guna melakukan pengawasan inventarisasi atas tanah di negaranya serta memberikan jaminan kepastian atas penguasaan tanah terhadap rakyatnya. Atas dasar tersebut maka, sudah barang tentu sistem hukum tanah suatu negara akan berbeda-beda. Perbedaan tersebut sangat fundamental yang akan dibahas secara komprehensif dalam tulisan jurnal ini.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan pokok di dalam jual-beli tanah menurut hukum pertanahan nasional dan Anglo Saxon sebagai berikut:
1. Bagaimana metode tata cara jual beli tanah menurut hukum pertanahan nasional secara sah yang mempunyai jaminan hukum terhadap pembeli dan penjual?
2. Bagaimanakah pedoman dalam proses perjanjian jual beli tanah di negara-negara Anglo Saxon?
METODE PENELITIAN
Penyusunan jurnal ilmiah ini digunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam hal pengumpulan data penulisan jurnal ini metode penelitian kepustakaan melalui penelahaan buku-buku, dan jurnal, serta undang-undang yang berlaku. Kami kemudian menganalisis data yang terkumpul menghubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sehubungan dengan itu, maka metode yang digunakan adalah yuridis-normatif
PEMBAHASAN

Metode Tata Cara Jual Beli Tanah Menurut Hukum Pertanahan Nasional Secara Sah Yang Mempunyai Jaminan Hukum Terhadap Pembeli dan Penjual 
Hukum tanah nasional kita menganut sistem publikasi negatif. Negatif tersebut diartikan bahwa suatu sertifikat penguasaan atas tanah dapat diajukan gugatan oleh pihak ketiga sepanjang ia dapat membuktikan mengenai kebenaran fakta melalui data bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah miliknya. Meskipun demikian, pada kenyataanya stelsel negatif tersebut bertendensi positif, artinya bahwa negara menjamin kebenaran data yang tersaji dalam sertifikat setalah lima tahun.

Sebelum jual beli tanah dilakukan antara pemilik tanah dan calon pembeli, tentunya sudah dicapai kata sepakata mengenaik akan dilakukannya h=jual beli itu,; tanah mana yanag akan dijual dan berapa harganya, bilaman jual belinya akan dilakukan.
 Kata sepakat itu menimbulkan perjanjian, yang kiranya dapar disebut perjanjian akan (melakukan) jaul beli.
Supaya kita aman dalam membeli tanah khususnya tanah di Indonesia memang ada beberapa hal penting untuk diketahui dan terdapat beberapa permasalahan-permasalahan hukum yang patut masyarakat ketahui. Agar masyarakat dalam membeli tanah tidak khawatir dan cemas. Agar tanah yang akan dibeli diketahui asal-usul kepemilikanya, tidak ada gugatan dan sebagainya maka, diperlukan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
 
Jika kita berbicara jaminan kepastian hukum memang tidak cukup dengan hanya tersedianya perangkat hukum tertulis. Seperti kita ketahui jika dalam hukum yang berlaku Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya. Jika membaca peraturan perundang-undangan secara sekilas masyarakat akan mengetahui dan menyimpulkan jika seorang WNi dapat memperoleh hak milik atas tanah, namun jika WNA maka tidak diizinkan, dan jika seseorang membeli tanah luasnya sekian harus bagaimana semuanya diatur dalam perundang-undangan. Hukum yang tertulis memang pasti akan memberikan jaminan hukum karena bisa dibaca, tetapi tidak cukup hanya tertulis isinya harus lengkap dan jelas dan pelaksanaanya harus konsisten itu baru akan terjadi jaminan kepaastian hukum. Tetapi untuk jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan ternyata tidak cukup hanya dengan tiga komponen hukum itu saja masih diperlukan kegiatan yang dinamakan kegiatan pendaftaran tanah karena untuk menghadapai kasus-kasus yang konkret.

Jika jual beli menurut hukum pertanahan nasional diperlukan sebagai jaminan hukum, lain halnya menurut hukum adat, bahwa untuk sahnya perjanjian (jual beli tanah) terdapat istilah panjer yang artinya penyerahan uang atau benda yang oleh calon pembeli diserahkan kepada pemilik tanahnya. Selanjutnya timbul pertanyaan sistem hukum mana yang berlaku bagi perjanjian akan jual beli itu? Jika pihak pihak yang bersagkutan tunduk pada hukum adat hukum adatlah yang berlaku terhada[ perjanjian itu. Jika pihak tunduk pada hukum barat, maka berlaku KUHP. 
 Lain halnya jika pemilik daan calon pembeli tunduk terhadap hukum yang berlainan, maka hukum antar golomgan lah yang akan menunjukkan hukum manakah yang akan diberlakukan.
 Pelaksanaan transaksi jual beli tanah memiliki aturan yang harus diikuti sebagai standarisasi dalam penegakkan hukum. Standarisasi tersebut berbeda-beda tergantung hukum mana yang akan dipakai seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, yang tentunya berisi mengenai berbagai macam aspek.
Aspek-Aspek yang Harus Diperhatikan saat Akan Melakukan Transaksi Jual Beli Tanah

Untuk sampai pada keputusan akan membeli tanah, calon pembeli harus memperhatikan beberapa hal penting yang diantaranya : a). Dimana letak tanahnya; b). Bagaimana batas-batas tanahnya; c) Berapa luas tanahnya; d). Ada /tidaknya bangunan dan/atau tanaman di atasanya; e). Apa jenis hak tanahnya; f). Siapa pemegang haknya; g). Ada/tidaknya hak-hak pihak lain yang membebani.

a) Dimana letak tanahnya

Jika seseorang akan bermaksud membeli tanah, seorang calon pembeli itu harus mengetahu terlebih dahulu letaknya sesuai dengan mobilitas terhadap terjangkau atau tidaknya untuk menuju suatu tempat. 
 Tempat yang dimaksud seperti tempat hiburan, pelayanan pemerintahan, dan pelayanan publik yang bisa diakses. 

b) Bagaimana batas-batas tanahnya

Selain letaknya yang perlu diperhatikan juga adalah batas-batas terhadap tanah yang hendak dibeli.
  Batas tanah ini akan menjadi pertimbangan seseorang dengan siapa kelak tanah tersebut berbatasan. Calon pembeli yang mengharapkan suasana yang tenang dan tidak bising tentunya tidak akan membeli tanah yang berbatasan dengan jalan tol atau berbatasan dengan pasar

c) Berapa luas tanahnya

Hal ini tergantung dengan kesesuaian terhadap kebutuhannya untuk tujuan apa maksud dari calon pembeli menguasai tanah tersebut. Apabila seseorang itu tujuan membeli tanah kelak akan dibangun sebidang rumah maka, seseorang yang tinggal sendiri tentu tidak akan memerlukan tanah yang terlalu luas kecuali apabila calon pembeli itu memiliki anggota keluarga yang banyak. Bebeda peristiwa jika tujuannya untuk membuat tanah tersebut agar produktif dan memberikan keuntungan bagi dirinya jelas mendirikan perkebunan atau usaha harus memerlukan tanah yang luas. 

d) Ada /tidaknya bangunan dan/atau tanaman di atasnya

Yang diimaksud dengan ini kaitannya adalah kondisional artinya membeli tanah sebagai tempat tinggal, pembeli harus tahu bahwa diatas tanahnya terdapat bangunan rumah bukan gudang. Namun jika hanya hamparan tanah yang perlu dilihat yaitu ada tidaknya tanaman yang berdiri diatasnya, seperti tanaman yang menghasilkan dalam hal ini seperti pohon kelapa, pohon jeruk yang pada intnya tanaman yang menghasilkan (rumput-rumputan buka termaksud).

e) Apa jenis hak tanahnya

Yaitu status tanah yang akan dijual oleh pemilik dan haknya ketika akan dibalik nama oleh pembeli apa jenisnya. Suatu badan hukum sebagai subjek (pembeli) dalam jual beli tanah dilarang memilki hak milik atas tanah.

f) Siapa pemegang haknya

Siapa dari pihak penjual yang menguasai tanah itu secara sah sesuai hukum. Kadangkala ketelitian harus kembali diterapkan guna mengethaui apakah penjual ini sudah terikat perkawinan atau belum jika dalam keadaan sudah dan tanpa persetujuan istri itu fatal akan menimbulkan permasalahan sengketa atau patut diketahui juga istrinya berapa karena jika kekuragan persetujuan walaupun dari satu istri saja karena hukum kita stelsel negatif jika ada gugatan dan terbukti adanya kekurangan persetujuan dari salah satu istri ini bisa dituntut untuk mengembalikan tanahnya.

g) Ada atau tidaknya hak-hak pihak lain yang membeban

Di hukum positif kita ada satu pasal dalam KUHPerdata yang mengatakan jual beli tidak mengesampingkan sewa menyewa.
 Penegasan yang tertera dalam Pasal 1579 KUHPerdata dterjemahkan bahwa pihak yang menyewakan tanah atau rumah kemudian dijual tidak dapat menghentikan sewa karena alas an sudah laku dijual.

Langkah-Langkah Hukum Yang Harus Dilakukan Ketika Telah Mengetahui Tanah Yang Akan Dibeli 
Mendatangi Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Langkah pertama yang wajib dilakukan yaitu menujuk PPAT yang nantinya akan membuatkan akta jual beli, Setelah menunjuk PPAT terkait maka PPAT itu akan melakukan cross-check terhadap  sertifikat. 
Pengecekan tersebut meliputi keabsahan dari suatu sertifikat apakah sertifikat tanah yang akan dibeli ini asli atau palsu, kemudian ada pemblokiran, sita dan sengketa atau tidak kesemuanya akan di cek ke kantor pertanahan setempat. Setelah pengecakan sertifikat selesai maka dapat melakukan pembayaran pajak dan pada tahapan ini sebaiknya pengecekan sertifikat terlebiih dahulu dilakukan, baru membayar pajak. Hal ini sebagai antsispasi kekhawtiran apabila pengecakan sertfikat di paralelkan dengan pembayaran pajak  ternyata sertifikat tanahnya palsu sedangkan pajaknya telah terlanjur dibayarkan maka hal ini akan merugikan calon pembeli. Dalam situasi sperti itu dapat di restitusi akan tetapi persyaratannya akan sulit.

Melakukan Pembayaran Pajak-Pajak
Sebelum transkasi selain harus mengetahui besaran harga transaksi jual beli pasti juga perlu menyiapkan sejumlah uang untuk selanjutnya melaksanakan pembayaran pajak.  
Perpajakan dalam transaksi jual beli tanah antara lain :

a. Pajak Yang Ditanggung Penjual 
· Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan adalah pajak negara yang Sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 PBB yang harus dibayarkan dan sebagai syrat validasi BPHTB adalah PBB lima tahun terakhir dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran Pajak (STTS).
 Cara perhitungannya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dikalikan dengan 0,5%. NJKP ini diperoleh atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Lalu, pengurangan tersebut dikalikan dengan pembanding yang sudah ditentukan. Jadi, untuk transaksi penjualan tanah senilai kurang Rp1 miliar, pajak penjualan tanahnya adalah 40% dari nilai keseluruhan objek.
 
· Pajak Penghasilan (PPh)
Diatur dalam PP 34 tahun 2016. PPh merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.
 Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
. Subjek pajak orang pribadi atau badan hukum diwajibkan membayar pajak penghasilan (PPh) ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 (1) PP 48/1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
. Tarif rata-rata PPh yaitu sebesar 2.5% dari jumlah bruto nilai pengalihan atas tanah dan bangunan, dan 1% untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana.
 
Nilai bruto pengalihan atas tanah dan bangunan itu berdasarkan nilai yang sesungguhnya bukan dari nilai NJOP dikalikan sekian persen.
 Pembayaran pajak ini dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, giro dan selanjutnya orang pribadi atau badan harus membuktikan bahwa ia telah membayar pajak PPh dengan fotocopy  surat setoran pajak beserta dengan yang aslinya. Selanjutnya PPAT akan menanda tangani akta, dan pejabat lelaang dengan risalah lelang.

b. Pajak Yang Ditanggung Pembeli
· Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Orang bijak berkata “Dalam kehidupan umat manusia hanya ada satu yang abadi: perubahan!”.
 Seiring dengan waktu, perubahan itu pun terjadi  di dalam proses pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPPHTB yang mulai 1 Juli 1998 sampai dengan 31 Desember 2010 dipungut oleh pemerintah pusat sebagai salah satu jenis pajak pusat.kemudian per 1 Januari 2011 dialihkan menjadi pajak daerah. Berbagai  peraturan yang menjadi landasan hukum BPHTB sebagai pajak daerah diatur oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam praktik di lapangan ternyata masih banyak dijumpai perbedaan degan ketentuan yang berlaku pada saat BPHTB menjadi pajak pusat. Pemberlakuan BPHTB pun ternyata tidak seragam lagi di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu jenis pajak daeraah, bahwa pemunggutan BPHTB sangat terasa adanya semangat otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari Perbup terkait dengan BPHTB disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.
 

· Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Pajak ini merupakan penggenaan pajak biasanya dikenakan terhadap penjual apabila pihak yang akan menjual itu itu termaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya saat calon pembeli akan membeli rumah misalnya dari developer dan developer tersebut adalah badan hukum atau PKP maka diwajibkan membayar pajak PPn.

Bagaimanakah Pedoman Dalam Proses Perjanjian Jual Beli Tanah Di Negara-Negara Anglo Saxon?
Menurut Sistem Hukum Tanah Negara Inggris





Prinsipnya, masih menganut konsepsi bahwa semua tanah adalah crown landIstate land. Perihal yang di jual-belikan bukan tanahnya, melainkan Estate  (Hak untuk menikmati manfaat dari tanah bersangkutan). Di inggris, jual beli  itu bukan Merupakan perbuatan hukum perpindahan Hak, tetapi apa yang disebut contract of sale, di mana dengan dilakukanya contract of sale,  Estate itu belum berpindah. Untuk berpindahanya estate itu, perlu penyerahan yuridis yang di lakukan dengan membuat akte notarial (deed of conveyance) yang merupakan akte perpindahan hak. Berdasarkan akte tersebut, maka tanah dilakukan pepindahan haknya pada kantor pertanahan yaitu nama pemilik semula diganti dengan nama pembeli sebagai pemilik yang baru, Di sini, yang daftar bukan aktenya, tetapi perpindahan haknya yang didaftar (registration of tile). Di inggris ini, menggunakan system pendaftaran menurut cara torrens.
 Pada saat mana haknya berpindah kepada pembeli? Bukan pada saat dibuatkan akte perpindahan hak, melainkan pada saat dilakukan pendaftaran, yaitu dengan dilakukannya percatatan pada sertifikat hak atas tanahnya dan pada buku tanah yang bersangkutan. Jadi fungsi pendaftaran di sini adalah merupakan syarat saat berpindahnya hak atas tanah tersebut kepada pembeli, sedangkan alat buktinya adalah sertifikat hak atas tanah Di Inggris dengan cara Torrens ini, sistem pendaftarannya adalah sistem publikasi yang positif. Sedangkan tahap-tahap jual beli tanah secara intervivos adalah 5 tahap yaitu :

1. Sebelum perjanjian (pre contract):
a. Melakukan pembicaraan untuk menyetujui pemberian uang muka kepada penjual segea setelah mereka (penjual-pembeli) mencapai persetujuan atas tanah yang akan dijual (disini belum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian)
b. Melakukan penijauan ke lapangan (melakukan pengukuran)
c. Memeriksa sertipikat (dokumen/surat-surat tanah)
d. Membuat naskah perjanjian

2. a. Melakukan perjanjian (kontrak)
b. Menyiapkan dua buah salinan naskah perjanjian 
c. Melakukan pertukaran naskah perjanjian
d. Kewajiban meminta kepastian harga dari penjual 
3. Antara perjanjian dan penyelesaian: selama tenggang waktu, terdapat kemungkinan untuk menawarkan kepada pembeli lain.

4. Tahap penyelesaian. Penjual menandatangani akta pembelian, menyaksikan dan mengirimkannya melalui pembantunya kepada pembantu pembeli. Hak untuk tidak mendaftar : sebelum Desember 1999, Dengan akta penjualan maka akan mengalihkan kepemilikan tanah yang sah kepada pembeli. Namun sejak Desember 1999, pembeli wajib mendaftarkan hak kepemilikannya dalam tempo dua bulan. Hak untuk mendaftarkan : proses penjualan tanah dengan akta disebut sebagai pengalihan/pemindahan proses tersebut hanya diselesaikan dengan pembeli mendaftarkan ke dalam buku pendaftaran tanah, yang dalam tempo 30 hari sebelum dikeluarkannya sertifikat tanah. Dengan demikian terdapat ketimpangan pendaftaran tanah pada kedua pihak.



5. Penyelesaian final. Pembeli adalah pemilik yang sah atas tanah yang telah di belinya.

Menurut Hukum Tanah di Negara-negara Bagian Amerika Serikat

Mula-mula antara penjual dan pembeli membuat cataract of sale. Contract of sale ini harus tertulis dalam akte. Dengan diadakannya contract of sale ini, belum terjadi perpindahan hak atas tanah, karena ini baru tahap masing-masing berjanji, baik penjual maupun pembeli, meskipun contract of sale itu sedang ditandatangani oleh para pihak.hal ini juga belum pasti janji tersebut dipenuhi, oleh para pihak. Hal ini juga belum pasti janji tersebut di penuhi, oleh karena calon pembeli belum mengadakan pemeriksaan/penelitian. Dalam hal calon pembeli mengadakan penelitian, hal inilah yang dinamakan title search. 
 Perihal yang perlu diteliti adalah : Status tanahnya, yaitu haknya apa, siapa pemegangnya, maksudnya benarkah penjuak sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, ada tidaknya beban di atas tanah tersebut.



Karena title search itu tidak mudah, maka pembeli bisa minta bantuan kepada seorang ahli/perusahaan yang ahli dalam bidang ini (title company). Hasil dari penelitian ini, dituangkan dalam bentuk keterangan tertulis (title insurance). Setelah selesainya title search ini, maka contract of sale itu di kukuhkan, lalu pembeli membayar harganya, inilah yang dinamakan foreclosure. Dengan adanya foreclosure ini, hak atas tanah belum berpindah kepada pembeli, Untuk berpindahnya hak atas tanah belum berpindah kepada pembeli. Untuk berpindahnya hak atas tanah kepada pembeli. Untuk berpindahnya hak atas tanah tersebut kepada penjual kepada pembeli, maka penjual membuat suatu surat penyerahan hak yang disebut Deed of conveyance. Deed of conveyance ini, perlu mendapat pengesahan yang mengatakan benar :

a) Deed  of conveyance itu yang membuat adalah penjual (dibuat sendiri oleh penjual)
b) Pada tanggal tersebut telah terjadi penyerahan hak atas tanah dari penjual ke pembeli

Pengesahan inilah yang dinamakan achnowledgement. Achnowledgement ini, yang membuat adalah notary public. Setelah itu, barulah deed of conveyance ini diserahkan kepada pembeli sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Akan tetapi, untuk mengamankan pemilikan tersebut dalam hubungannya dengan pihak ketiga, deed of conveyance ini perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran (registration of deed). Jikalau tidak segera didaftarkan, seandainya bekas pemilik tanah yang bersangkutan menjual lagi kepada pihak lain dan pihak lain ini tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah di jual dan penjual juga membuat lagi deed of conveyance yang ke-2, kemudian menyerahkan deed of conveyance ini kepada pembeli kedua, dan pembeli kedua ini segera mendaftarkan (recording), sedangkan pertama lalai melakukan reording, maka menurut faham 1/stature 2/faham notice, pembeli pertama dianggap dianggap tidak pernah ada, sedangkan pembeli kedua dianggap sebagai pemegang hak yang baru. Dalam hal ini pembeli pertama hanya dapat menuntut ganti rugi kepada bekas pemilik hak (penjual). Akan tetapi jika pembeli pertama juga sudah mendaftar, misal: pembeli pertama mendaftar pada tanggal 1, sedangkan pembeli kedua mendaftar juga-hanya sajai pada tanggal 20 pada bulan dan tahun yang sama, maka menurut aturan stature 2/race notice, pembeli pertama yang harus dilindungi atau dimenangkan. Disini pembeli pertama dilindungi bukan karena dia mendaftar lebih dulu, tapi karena pembeli pertama dan beriktikad baik maka wajib dilindungi, sedangkan yang harus dikenakan sanksi adalah bekas pemilik. Faham ketiga/stature 3/pure Notice, menyatakan: tidak peduli siapa yang mendaftar, yang paling penting siapa yang mendaftar lebih dulu yang wajib dilindungi.

PENUTUP

Peralihan hak atas tanah dalam kerangka jual beli menurut hukum tanah nasional mengadopsi sistem hukum Adat kodifikasi modern, dimana menggunakan asas “terang tunai”, berarti perjanjian jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Pembayaran harga jual beli bisa dibayarkan seluruhnya maupun sebagian. Sementara itu, pendaftaran tanah pada jual beli menurut hukum tanah nasional adalah untuk memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari penjual dan pembeli. Dengan dilakukan pendaftaran peralihan hak, maka menjadi bukti yang sempurna bahwa telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa sekalipun belum dilakukan pendaftaran peralihan hak pada kantor pertanahan, sepanjang telah dilakukan jual beli antara penjual dan pembeli, maka telah terjadi peralihan hak.
Sedangkan Sistem Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo Saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Konsepsi yang berlaku di tanah Anglo Saxon adalah konsepsinya feodal bahwa semua tanah adalah milik raja, tidak ada orang lain yang memiliki tanah. Tanah yang dikuasai dan digunakan adalah tanah milik raja. Hak rakyat hanyalah menguasai dan menggunakan tanah tersebut.
.
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